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Penelitian dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada di Pasar
Tunggangri di Kabupaten Tulungagung merupakan pusat ekonomi lokal yang
menghadapi persoalan tata kelola akibat penggunaan bahu jalan untuk berdagang,
sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan kemacetan. Pemerintah daerah
merespons dengan kebijakan relokasi guna menata pasar secara lebih tertib
melalui kerja sama dengan Pemdes. Namun, kebijakan ini menimbulkan resistensi
dari pedagang karena kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang merugikan.
Untuk menghindari konflik sosial, pendekatan restorative justice diterapkan
dengan melibatkan musyawarah antara pemerintah, pedagang, dan pengelola
pasar. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga
mengupayakan keadilan struktural melalui dialog dan partisipasi semua pihak.
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penerapan restorative justice dalam
relokasi pasar serta meninjau efektivitasnya dari perspektif figih sivasah sebagai
landasan etika dan partisipasi dalam tata kelola publik.

Adapun Rumusan Masalah ini adalah (1) Bagaimana proses Resforative
Justice antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan perwakilan
pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri? (2) Apa hambatan yang
dihadapi dalam proses Restorative Justice antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulungagung dengan perwakilan pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar
Tunggangri? (3) Bagaimana penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam proses
pengambilan kebijakan relokasi Pasar Tunggangri oleh pemerintah daerah
Kabupaten Tulunaggung menurut perspektif fiqih siyasah?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif untuk memahami proses restorative justice relokasi Pasar
Tunggangri. Fokus penelitian adalah menggambarkan interaksi antar pihak yang
terlibat dan menggali aspek sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi
mediasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pendekatan restorative justice dalam
relokasi Pasar Tunggangri dilakukan melalui musyawarah, partisipasi komunitas,
dan pencarian solusi bersama yang berkeadilan. Meskipun alternatif penataan
ulang pasar disepakati, pelaksanaannya masih bergantung pada komitmen
bersama, kelembagaan yang kuat, dan diskresi administratif sesuai UU No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2) Proses pelaksanaan
menghadapi hambatan struktural dan sosial, seperti lemahnya koordinasi antar
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lembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya kepercayaan pedagang.
Musyawarah yang bersifat simbolik dan kurang transparan memperburuk
resistensi. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan prinsip tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan adil. (3) Dalam perspektif figih
siyasah, prinsip syura menekankan pentingnya pelibatan masyarakat,
keterwakilan, dan transparansi dalam kebijakan publik. Relokasi pasar idealnya
dilaksanakan melalui musyawarah substansial, bukan formalitas. Integrasi antara
syura dan restorative justice diyakini mampu menciptakan kebijakan yang adil,
berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan maqasid al-syari’ah.
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The research was motivated by the existing issues at Tunggangri Market
in Tulungagung District, which serves as a local economic hub facing
governance challenges due to the use of road shoulders for trading
activities, leading to disorder and traffic congestion. The local
government responded with a relocation policy to reorganize the market
more orderly through collaboration with Village Government. However,
this policy has sparked resistance from traders due to concerns about
adverse economic impacts. To avoid social conflict, a restorative justice
approach was applied, involving consultations between the government,
traders, and market managers. This approach aims not only to resolve
conflicts but also to achieve structural justice through dialogue and the
participation of all parties. This study aims to analyze the process of
applying restorative justice in market relocation and review its
effectiveness from the perspective of figh siyasah as the basis for ethics
and participation in public governance.

The research questions are: (1) How does the restorative justice process
between the Tulungagung District Government and representatives of
traders and Village Government work in the relocation of Tunggangri
Market? (2) What obstacles were encountered in the restorative justice
process between the Tulungagung District Government and
representatives of traders and Village Government in the relocation of
Tunggangri Market? (3) How were the principles of syura (consultation)
applied in the policy-making process for the relocation of Tunggangri
Market by the Tulungagung District Government according to the
perspective of figh siyasah?

The research method used is legal-empirical with a qualitative approach
to understand the restorative justice process in the relocation of
Tunggangri Market. The focus of the research is to describe the
interactions between the parties involved and to explore the social,
political, and economic aspects that influence mediation.

The findings of this study are as follows: (1) The restorative justice
approach in the relocation of Tunggangri Market was implemented
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through consultation, community participation, and the search for fair
and equitable solutions. Although an alternative market restructuring
plan was agreed upon, its implementation remains dependent on shared
commitment, strong institutional support, and administrative discretion
in accordance with Law No. 30 of 2014 on Government Administration.
(2) The implementation process faces structural and social obstacles,
such as weak coordination between institutions, budget constraints, and a
lack of trust among traders. Consultations that are symbolic and lack
transparency exacerbate resistance. This highlights the importance of
strengthening the principles of participatory, accountable, and fair
governance. (3) From the perspective of figh siyasah, the principle of
shura emphasizes the importance of community involvement,
representation, and transparency in public policy. Market relocation
should ideally be carried out through substantive deliberation, not
formalities. The integration of shura and restorative justice is believed to
be able to create policies that are fair, sustainable, and in line with the
objectives of maqasid al-syari'ah.
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